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perempuan cukup akomodatif apabila mendapat 
nomor urut 1, karena dipastikan 

mempunyai peluang yang besar untuk 
memperoleh kursi terutama jika diajukan oleh parpol 
besar. 

Kita patut bangga dan menghargai perjuangan 
kaum perempuan di legislatif, para aktivis perempuan 
dan para feminis yang menginginkan semua pihak 
bersedia mendukung affirmative action supaya 
kebijakan-kebijakan publik/politik tidak bias gender 
tetapi justru akan mendinginkan suhu politik yang 
semakin hari kian memanas. 

Mengapa kaum perempuan perlu kuota tertentu? 
Mengapa kuota sebesar 30% masih perlu 
diperjuangkan? Pengajuan caleg perempuan 
awalnya disusun dengan model zipper dan dianggap 
cukup akomodatif tetapi ditengah proses pencalonan 
terbit keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
mengenai suara terbanyak, dengan demikian 
sejauhmana peta politik perempuan dari pemilu ke 
pemilu dalam berkompetisi merebut kursi legislatif 
sebagai upaya mengawal keterwakilan perempuan 
melalui affirmative action? 

Setiap menjelang pesta demokrasi, perempuan di 
Indonesia selalu mendapat kejutan-kejutan yang 
sangat berarti. Dimulai sejak Pemilu Legislatif (Pileg) 
2004 tentang kuota perempuan sekurang-kurangnya 
30% baik yang duduk sebagai pengurus partai politik, 
sebagai calon anggota KPU maupun sebagai calon 
anggota DPR/DPRD. Sejak saat itulah perempuan 
Indonesia yang selama ini tidak sadar kalau sudah 
terkena getar gender (genderquake) mulai bangkit 
untuk memperjuangkan kebijakan affirmative action 
(tindakan keberpihakan). 

Kemudian pada Pileg 2009, kaum perempuan 
kembali mendapat kesempatan lagi bahwa parpol 
peserta pemilu harus memenuhi syarat untuk 
menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan 
perempuan pad a kepengurusan parpol tingkat pusat. 

Selanjutnya pengajuan calon anggota legislatif 
(caleg) perempuan disusun dengan model zipper, 
misalnya nomor urut 1 caleg laki-laki, nomor urut 2 
caleg perempuan, nomor urut 3 caleg laki-laki dan 
seterusnya untuk nomor urut 4, 5, 6, nomorurut 7,8, 9, 
nomor urut 10, 11, 12 juga harus ada 1 orang 
perempuan. 

Ketentuan model zipper ini dinilai para caleg 
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Woman political map elect ion by elect ion can only be guided through 30 % woman representative and must 
be applied with affirmative action. Since it thought that the policy only provide advantages to woman and not 
all the political parties have gender sensitivity. Descriptive analysis is the method to analyse woman's vote 
mapping according to general election report in 1999, 2004, and 2009. One of theory applied to observe 
voter behaviour in mapping vote stated by Adman Nursal' refers to some columbia and michigan tradition 
(psycological approach )and rational approach. Analysis report, most voted women who are success in 
gaining support and position in House of Representative have been increased compared to general election 
in 1999 and 2004. However, woman representation in House of Representative has not reached to 30% 
minimum quota yet. That is the reason why woman's qouta must be fighting for through legals. Considering 
the legal in quota domain is part of affirmative policy along with a hope, there is gonna be equality and 
balance between man and woman in House of Representative until it could be overcome. 
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Sistem Pemilu 
Sundhaussen (dalam Anas Urbaningrum)7 

menguraikan demokrasi sebagai sistem politik 
dengan kriteria; (1) dijaminnya hak setiap warga 
negara untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu yang 
diadakan secara berkala dan bebas, yang secara 

parpol, maupun kelompok kepentingan; (2) 
partisipan: orang yang bekerja untuk berkampanye, 
anggota aktif parpol, partisipan aktif dalam kelompok 
kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat 
politis; (3) penonton: termasuk didalamnya pemilih, 
pe-lobby, pengamat politik, orang yang terfibat dalam 
diskusi politik dan ( 4) apatis: orang yang apolitis. 

Kuota merupakan istilah yang bersifat emosional, 
mengundang reaksi keras dari mereka yang terikat 
dengan pandangan konservatif dalam meningkatkan 
playing field level, yaitu, membiarkan keberadaan 
hasil yang tidak imbang seperti apa adanya. Apakah 
kuota dianggap adil atau tidak akan sang at tergantung 
pada apakah persepsi orang terhadap keadilan 
sebagai 'kesempatan yang adil• atau "hasil yang adil". 
Beberapa kuota yang berhasil diperkenankan adalah 
kuota sukarela, diterapkan oleh partai poltik untuk 
menunjukkan komitmennya terhadap keterwakilan 
perempuan. Contohnya adalah komitmen ANC di 
Afrika Selatan untuk memberikan 30% kuota bagi 
kandidat perempuan, dan sukses besar dicapai 
melalui kuota wajib yang dituangkan baik dalam 
konstitusi atau Undang-Undang Pemilu (IFES).5 

Dengan terbukanya kesempatan yang lebih besar 
bagi kaum perempuan untuk menjadi calon anggota 
legislatif ini akan menjadikan kaum perempuan 
semakin mudah memperjuangkan hak-haknya yang 
selama ini diremehkan kaum laki-laki. Tentu banyak 
persoalan lain yang menyangkut keperempuanan 
yang selama ini belum digarap dengan tuntas, akan 
memungkinkan diselesaikan secara substansial dan 
serius. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
terwujudnya keterwakilan perempuan yang selama ini 
diperjuangkan kaum perempuan di Indonesia, antara 
lain adalah : (1) sistem pemilu; (2) peran partai-partai 
politik dan; (3) affirmative action (IFES, tt:7).' 

Pembahasan 
Kesempatan perempuan untuk terjun dalam dunia 

politik dan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif 
jelas semakin terbuka seiring dengan 
diberfakukannya kuota perempuan sebesar 30%. lni 
menunjukkan perkembangan yang positif, karena 
keterlibatan mereka secara langsung dalam kancah 
perpolitikan memungkinkan mereka ikut serta secara 
lebih leluasa dalam melakukan pendidikan politik 
kepada warga negara. Kondisi tersebut sejalan 
dengan pendapat Huntington dan Nelson (dalam 
Miriam Budiardjo)2 yang menilai bahwa ·ay political 
participation we mean activity by private citizens 
designed to influence goverment decision-making. 
Participation may be individual or collective, 
organized or spontaneous, sustained or sporadic, 
peaceful or violent, legal or illegal, effective or 
ineffective·. 

Sedangkan dalam pemikiran Milbrath dan Goel 
(dalam Sudjiono Sastroatmodjo),3 mengategorikan 
partisipasi politik menjadi beberapa kategori: (1) 
apatis, yakni orang-orang yang menarik diri dari 
proses politik; (2) spektator, merupakan orang-orang 
yang setidak-tidaknya pemah mengikuti pemilihan 
umum; (3) gladiator, adalah orang-orang yang secara 
aktif terlibat dalam proses politik sebagai komunikator 
dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap 
muka, aktivis partai, juru kampanye, dan aktivis 
masyarakat. 

Dengan demikian adalah suatu kewajaran pula 
andaikata kaum perempuan di Indonesia tidak 
sekedar berpartisipasi saja (sebagai obyek) tetapi 
sudah mengarah untuk memperjuangkan dan 
memperoleh kuota tertentu (sebagai subyek), karena 
selama ini perempuan sepertinya sengaja 
dimarginalkan oleh kaum laki-laki khususnya untuk 
duduk sebagai anggota legislatif maupun jabatan- 
jabatan publik lainnya. 

Cara-cara berpartisipasi dalam kegiatan politik 
dalam pemikiran David F. Roth dan Frank L. Wilson 
(dalam Miriam Budiardjo)4 melihat masyarakat dalam 
konsep partisipasi masyarakat terbagi dalam empat 
kategori yang menyerupai piramida: (1) aktivis: 
pejabat publik atau calon pejabat publik, fungsionaris 

MMH, Ji/id 39 No. 2. Juni 2010 




















